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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan 

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan 

daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kurun waktu sesuai dengan RPJPN, yaitu 

tahun 2025–2045. Selanjutnya, RPJPD ini digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. 

 RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 diarahkan sebagai 

upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan 

menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan 

RPJPD ini menjadi semakin relevan mengingat masih tingginya ketimpangan 

antarwilayah, rendahnya kapasitas pelayanan dasar di wilayah kepulauan, serta 

kerentanan Kabupaten Nias Selatan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh 

karena itu, dibutuhkan arah pembangunan jangka panjang yang mampu 

memperkuat ketangguhan wilayah, memastikan pemerataan layanan dasar bagi 

seluruh masyarakat, dan mendorong transformasi ekonomi maritim berbasis 

pulau-pulau kecil sebagai keunggulan komparatif daerah. 

 Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah otonom yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan 

Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah 

otonom, Kabupaten Nias Selatan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan 

guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari cita-cita 

bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta mendukung pencapaian 

visi Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan 

daerah yang terukur dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan 

nasional. Penyusunan ini dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah 
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sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

 Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 dilakukan 

secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, 

berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah (a) Pendekatan 

Teknokratik; (b) Pendekatan Partisipatif; (c) Pendekatan Politis; (d) Pendekatan 

Atas-Bawah dan Bawah-Atas; (e) Pendekatan Holistik-Tematik; (f) Pendekatan 

Integratif; (g) Pendekatan Spasial. 

 Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 

meliputi: (a) Penyusunan Rancangan Awal; (b) Konsultasi Publik; (c) Konsultasi 

Rancangan Awal ke Gubernur; (d) Penyusunan Rancangan; (e) Musrenbang; (f) 

Penyusunan Rancangan Akhir; (g) Reviu APIP; (h) Pembahasan dengan DPRD; (i) 

Persetujuan Bersama; (j) Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025–2045 dan (k) 

Penetapan Perda RPJPD. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.  

 Perencanaan pembangunan jangka panjang ini diharapkan dapat 

mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, RPJPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah wajib 

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan misi tersebut disampaikan kepada 

masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, dalam tahapan kampanye 

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 

serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman 

dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. 
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Adapun dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2025-2045 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias 

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 
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9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2037 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 
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Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 33); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 

tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 

Nomor 76); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-

2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 5). 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana 

Pembangunan lainnya 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus 

terintegrasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJPD 

berperan sebagai acuan utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan daerah selama 20 tahun, yang mencakup arah kebijakan serta 

sasaran pokok pembangunan daerah. 

 Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahunan, 

penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RPJPN dan mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, RPJPD menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta 

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). RPJPD 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada 

RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, 

serta Revisi RTRW Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034. 

 RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan 

erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan 

pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan 

responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi 

kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan. Hubungan antara 

dokumen RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya 

dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1 
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPN 

 Perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari 

hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam kerangka tersebut, 

pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka 

panjang dengan periode 20 tahun. 

 Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah 

dengan perencanaan pembangunan nasional, maka perumusan visi, misi daerah, 

arah kebijakan RPJPD, dan sasaran pokok lima tahunan diselaraskan dengan 

visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. 

 Secara lebih operasional, RPJPD Kabupaten Nias Selatan mengadopsi dan 

menerjemahkan indikator utama pembangunan nasional, antara lain melalui 

komitmen terhadap penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan. Selaras dengan arah pembangunan nasional, 

RPJPD ini juga mengutamakan pembangunan sumber daya manusia, 

transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola 

pemerintahan, serta ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup. 

Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan tidak hanya 
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menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari pencapaian 

agenda pembangunan nasional. 

 

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPD Sumatera 

Utara 

 RPJPD juga harus berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara 

guna memastikan sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja, baik pada 

tingkat impact maupun outcome pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara 

dan Kabupaten Nias Selatan. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran 

RPJPD harus selaras dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJPD Provinsi 

Sumatera Utara. Sementara itu, pada tingkat outcome, prioritas pembangunan 

daerah harus mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebijakan 

pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna memastikan keselarasan arah 

pembangunan. 

 Secara lebih operasional, RPJPD Kabupaten Nias Selatan juga 

mengadopsi indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD 

Provinsi Sumatera Utara, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan daya saing daerah. 

Langkah ini dilakukan untuk menjamin keterpaduan perencanaan dan 

kesesuaian arah kebijakan antara Kabupaten dan Provinsi, sehingga program 

pembangunan yang dijalankan di tingkat kabupaten dapat menjadi bagian 

integral dari pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara. 

 Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya 

merumuskan arah pembangunan yang kontekstual dengan kondisi dan potensi 

lokal, tetapi juga memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian sasaran 

pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta pembangunan nasional 

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN Tahun 

2025-2045. 

 

1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RTRW Kabupaten 

Nias Selatan 

 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta menjadi dasar dalam 

perumusan kebijakan pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang bertujuan 

untuk mewujudkan ruang wilayah yang mendukung pembangunan secara 
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berkelanjutan dengan tetap berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi 

investasi, serta bersinergi dengan program pembangunan lainnya. 

 Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat dua dokumen utama 

yang menjadi acuan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 

Pembangunan Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Kedua dokumen ini harus selaras agar pembangunan dapat berjalan secara 

efektif dan terarah. 

 RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan 

berimplikasi pada keruangan. Dokumen ini mencakup arahan lokasi 

pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam bentuk peta, sehingga menjadi 

acuan dalam implementasi pembangunan serta investasi di daerah. Sebagai 

produk hukum yang ditetapkan dalam peraturan daerah, RTRW memiliki 

kepastian hukum. Sementara itu, RPJPD dan RPJMD berperan sebagai payung 

konseptual yang mengarahkan pembangunan secara aspasial. RPJPD dan 

RPJMD menentukan kelayakan pembangunan, sedangkan RTRW mengatur 

lokasi pelaksanaannya. Penerjemahan RTRW dalam rencana pembangunan 

dituangkan dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. 

 Kedua dokumen ini bersinergi dan saling mendukung dalam hal jenis 

program utama, pembiayaan, serta lokasi program. Penyelarasan antara RTRW 

dan RPJPD dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

1. Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan 

tujuan penataan ruang dalam RTRW, melalui pencermatan substansi arah 

pengembangan wilayah. 

2. Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan berpedoman pada arah 

kebijakan dan strategi dalam RTRW, melalui pencermatan substansi tata 

ruang wilayah. 

3. Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi 

program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama dalam 

RTRW yang bersifat jangka menengah lima tahunan harus disesuaikan 

dengan periode rencana pembangunan. 
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Gambar 1.2 
Hubungan RPJPD Kabupaten dengan RTRW Kabupaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebagai contoh, jika dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan ada rencana 

pengembangan kawasan pariwisata pantai, maka dalam RPJPD dan RPJMD 

perlu disusun kebijakan untuk mendukung pengembangan tersebut. Kebijakan 

ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air 

bersih dan listrik, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM 

pariwisata di daerah tersebut. Dengan demikian, sinkronisasi antara RTRW dan 

RPJPD memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan saling 

mendukung, sehingga tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil di 

Kabupaten Nias Selatan 

1.4. Maksud dan Tujuan 

 RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan 

maksud untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan selama 20 (dua puluh) 

tahun ke depan. 

 RPJPD bertujuan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode 5 (lima) tahun, 

guna memastikan kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah. 

Tujuan RPJPD tidak hanya sebatas sebagai pedoman untuk menyusun RPJMD, 

tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan 

transformasi, serta sasaran pokok yang dapat diukur melalui indikator utama 

pembangunan daerah (IUP). Dengan demikian, RPJPD menjadi landasan yang 
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mengarahkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang selaras dengan 

prioritas dan tujuan pembangunan daerah dalam setiap periode perencanaan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar-dokumen 

perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, serta 

sistematika penulisan dokumen. 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Menggambarkan Kondisi Umum Daerah yang memuat sekurang-

kurangnya Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan 

Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Hasil 

Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan Pusat Pertumbuhan 

Wilayah. 

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis 

 Memuat permasalahan utama serta isu strategis yang dihadapi daerah 

sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka 

panjang 

Bab IV Visi dan Misi Daerah 

Memuat visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2025-2045 serta misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan 

visi tersebut . 

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah 

Memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang serta sasaran 

pokok yang ingin dicapai dalam periode 2025-2045. 

Bab VI Penutup 

Merupakan bagian penutup yang berisi penjelasan mengenai kaidah 

umum pelaksanaan RPJPD, termasuk peran dan fungsi RPJPD dalam 

pembangunan daerah serta sebagai pedoman bagi dokumen 

perencanaan pembangunan daerah lainnya 

 












